BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 36 / HK / 2023
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN KARANGASEM, KECAMATAN KARANGASEM, DAN
DESA ABABI, KECAMATAN ABANG SEBAGAI DESA/KELURAHAN PROGRAM
KAMPUNG IKLIM DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI KARANGASEM,

bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karangasem, perlu menetapkan
Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem dan Desa
Ababi, Kecamatan Abang sebagai Desa/Kelurahan Program
Kampung Iklim di Kabupaten Karangasem,;

bahwa Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem
dan Desa Ababi, Kecamatan Abang sebagai
Desa/Kelurahan Program Kampung Iklim di Kabupaten
Karangasem merupakan Desa/Kelurahan percontohan
dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat
dalam pelestarian lingkungan hidup secara mandiri di
Kabupaten Karangasem guna mengurangi efek gas rumah
kaca;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Kelurahan Karangasem,
Kecamatan Karangasem, dan Desa Ababi, Kecamatan
Abang sebagai Desa/Kelurahan Program Kampung Iklim di
Kabupaten Karangasem Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
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140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3816);

T Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Target
Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19
Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1068);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-
2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 35);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(RAD-GRK) (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor
49);

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kelurahan Karangasem, Kecamatan
Karangasem dan Desa Ababi, Kecamatan Abang sebagai
Desa/Kelurahan Program Kampung Iklim di Kabupaten
Karangasem Tahun 2023.

Tujuan ditetapkannya Kelurahan Karangasem, Kecamatan
Karangasem dan Desa Ababi, Kecamatan Abang sebagai
Desa/Kelurahan Program Kampung Iklim di Kabupaten
Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
yaitu :

a. untuk mengurangi dan mengendalikan dampak
perubahan iklim serta untuk mendorong peningkatan
kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di
tingkat lokal;

b. dapat memberikan kontribusi terhadap upaya
pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

c. menjembatani masyarakat dan pihak-pihak yang
dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

d. dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam
melaksanakan adaptasi perubahan iklim;

e. menjaga nilai-nilai kearifan tradisional atau lokal
sehingga dapat mendukung upaya penanganan
perubahan iklim dan pengendalian kerusakan
lingkungan; dan

f. Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem dan
Desa Ababi, Kecamatan Abang diusulkan ke
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia untuk mengikuti lomba Program
Kampung Iklim (Proklim).

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana

Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 Januari 2023

.ﬂr BUPATI KARANGASEM,(?
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{ I GEDE DANA
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Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
di Denpasar.

. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar.

. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.

.Kepala / Badan / Dinas / Bagian / di Lingkun gan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karangasem di Amlapura.

. Camat Se- Kabupaten Karangasem.
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